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Abstrak: Pengendalian  pasir ilegal perlu dilakukan dengan harapan dapat mengurangi dampak kerusakan terhadap 

lingkungan hidup dan sumber daya hayati. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah desa 

dalam pengendalian pengambilan pasir ilegal di Desa Kecamatan Suak Midai.  Penelitian ini dilakukan di Desa Air 

Kumpai,Kecamatan Suak Midai, Kabupaten Natuna. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

pendekatan metode kualitatif. Pengambilan data Primer dilakukan wawancara terhadap narasumber dan responden. Data 

sekunder diperoleh dengan dilakukan studi pustaka dan juga dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pemerintah desa telah berupaya untuk melakukan pengendalian terhadap pengambilan pasir di desa Air Kumpai. Upaya 

yang dilakukan pemerintah seperti melakukan sosialisasi,pemasangan papan larangan untuk melakukan pengambilan 

pasir. Selain itu masi ada masyarakat yang melanggar peraturan dan melakukan pengambilan pasir secara ilegal dan 

kurang paham terkait dampak rusaknya l;ingkungan hidup,serta faktor kebutuhan hidup yang mendorong masyarakat 

berani untuk melakukan pengambilan pasir ilegal. Pemerintah desa dan aparat penegak hukum masi kurang tegas dalam 

melakukan tin dakan sesuai dengan ketentuan pidana yang di atur dalam peraturan perundang- undangan. 
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Pendahuluan 

Desa air Kumpai merupakan salah satu desa di kecamatan Suak Midai. Mata pencaharian 

masyarakat disini yaitu nelayan dan petani selain itu ada beberapa warganya yang  

Abstract: Controlling illegal sand needs to be carried out in the hope of reducing the 

impact of damage to the environment and biological resources. This research aims to 

find out the role of the village. This research was conducted in Air Kumpai Village, 

Suak Midai District, Natuna Regency. The method used in this research is a 

qualitative method approach. Primary data collection was carried out by interviews 

with sources and respondents. Secondary data was obtained through literature study 

and documentation. The results of the research show that the Village government has 

attempted to control sand extraction in Air Kumpai Village. Efforts made by the 

government include conducting outreach and installing boards prohibiting sand 

extraction. Apart from that, there are still people who violate regulations and steal 

sand and do not understand the impact of damage to the environment or the 

necessities of life that encourage people to dare to steal sand. The village government 

and law enforcement officers are still less firm in taking action by criminal provisions 

regulated in statutory regulations. 
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melakukan aktivitas mengambil pasir dari tepi pantai  atau juga disebut penambang pasir 

rakyat walaupun secara ilegal atau tanpa izin, keadaan ini membuat desa ini pernah 

mengalami kenaikan air laut pada bulan desember atau pada angin Utara sehingga 

dibangun batu miring, keadaan ini tidak membuat anggota masyarakat berubah profesi 

dari mengambil pasir di tepi pantai,malah pasir yang diambil semakin banyak sehingga 

pantai menjadi erosi(Muhammad, 2019; Putra, 2018). Memang tidak dapat di pungkiri 

bahwa lingkungan hidup adalah suatu obyek penting bagi kehidupan manusia.semua 

kebutuhan manusia tidak bisa terlepas dari intervensi lingkungan (Sembiring, 2019; 

Probosiwi, 2018; Palar & Lengkong, 2022). Manusia memerlukan lingkungan hidup yang 

sehat sepanjang hidupnya agar dapat menjalani kehidupan yang nyaman dan memenuhi 

keinginannya. Setiap orang dan keluarga tentunya harus melakukan upaya dalam 

kehidupan sehari-hari sebagai manusia untuk menjaga lingkungan yang sehat dan 

seimbang. Namun pada kenyataannya, banyak penduduk lokal yang tidak peduli dengan 

lingkungan sekitar mereka, terutama jika menyangkut perekonomian lokal (Hulukati & Isa, 

2020; Lingganingrum & Akbar, 2023). Lingkungan diubah sesuai dengan kebutuhan 

manusia. Bahkan saat ini, masyarakat semakin mendapat tekanan untuk memenuhi 

kebutuhan dasar mereka, termasuk penggunaan lingkungan secara berlebihan dengan 

mencuri pasir dari pantai. Kebijakan pemerintah mengatur peraturan yang berkaitan 

dengan penambangan pasir rakyat. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2020, tepatnya pada pasal 67, hanya penduduk setempat atau koperasi kelompok yang 

anggotanya setempat yang dapat diberikan izin eksploitasi universal (HAKI). Wilayah 

pertambangan masyarakat (WPR) diperlukan bagi para penambang untuk melakukan 

operasi penambangan. Wilayah pertambangan atau WPR menjadi salah satu syarat 

pembentukannya harus memiliki izin eksploitasi universal (HAKI). Itu sebabnya sebelum 

mendapatkannya HKI diperuntukan bagi penyelenggara persorangan atau koperasi 

kelompok,anak dibawah umiur harus mengajukan permohonan untuk proses penetapan 

wilayah pertambangan masyarakat (WPR). Ketika masyarakat melakukan aktivitas 

pengambilan pasir secara ilegal  maka pihak berwajib akan melakukan tindakan berupa 

penggrebekan atau peringatan (Pondaag et al., 2021)(Maulidi, 2021) 

 

Metode 

Untuk mencapai tujuan dari dari penelitian ini metode yang dipakai disesuaikan dengan 

tujuan yang ingin dicapai antara lain bagaimana peran pemerintah terhadap  pengambilan 

pasir pantai secara ilegal oleh masyarakat di desa air kumpai, kepulauan  riau tersebut. Oleh 

karena itu metode yang dipakai adalah metode studi dokumentasi ,observasi dan 

wawancara secara mendalam terhadap pemngambil pasir dan warga masyarakat setempat. 

Yang pertama dilakukan studi dokumen yang berkaitan degan pertambangan 

rakyat,setelah itu dilakukan observasi ke lokasi penelitian. Dari hasil studi dokumen dan 

observasi selanjutnya dilakukan wawancara secara mendalam kepadapara pengambil pasir 

dan pemerintah desa, keseluruhan data yang diperoleh dan terkumpul melalui studi 

dokumen,ovservasi,dan wawancara lalu dianalisis secara kualitatif yaitu dengan 
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menghubungkan antara data yang ada yang berkaitan dengan pembahasan dan selanjutnya 

disajikan secara deskriptif. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Peran Pemerintah Desa Dalam pengendalian Pengambilan Pasir Pantai Secara Ilegal 

Peran Pemerintah desa terlibat dalam perencanaan penggunaaan lahan yang berkaitan 

dengan sumber daya alam,termasuk pasir pantai. penentuan kawasan khusus untuk 

kegiatan ekstraksi  akan memungkinkan pengambilan pasir dilakukan secara 

berkelanjutan, serta memantau dan pemeliharaan ekosistem pantai untuk melindungi 

keanekaragaman hayati dan pencegahan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh 

pengambilan pasir ilegal, dan melakukan kegiatan penyuluhan untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat tentang dampak negatif pengambilan pasir pantai ilegal terhadap 

lingkungan dan kehidupan mereka sendiri. Pemerintah desa dapat menetapkan peraturan 

dan kebijakan yang jelas terkait dengan pengambilan pasir pantai untuk memastikan 

bahwa aktivitas tersebut tidak dilakukan secara keberlanjutan dan sesuai dengan ketentuan 

hukum,selain itu pemerintah desa juga memiliki kewenangan untuk menegakkan 

peraturan yang telah ditetapkan,ini melibatkan upaya aktif untuk menetapkan dan 

menindak pelaku pengambilan pasir. Pemerintah desa  air kumpai harus bekerja sama 

dengan otoritas pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan dukungan,sumber daya 

dan bantuan teknis untuk mengatasi pengambilan pasir ilegal. Masyarakat harus 

memahami peraturan perundang-undangan terkait penambangan pasir pantai untuk 

mendukung pemerintah daerah dalam upaya penegakan aturan. Selain itu sistem 

pemantauan harus dikembangkan untuk melacak aktivitas pengambilan pasir dan menilai 

dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat, kebijakan yang ada harus ditinjau ulang 

agar dapat berjalan secara efektif mengendalikan pengambilan pasir ilegal dan melindungi 

sumber daya alam. Melalui upaya bersama antara pemerintah desa,masyarakat dan 

kelompok terkait lainnya.kita dapat mengatasi masalah pengambilan pasir ilegal secara 

lebih efektif sehingga mendukung lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, Partispasi 

masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam setempat ini dapat mendorong  

keterlibatan langsung dalam pengawasan ,laporan aktivitas ilegal dan pemantauan 

lingkungan. 

 

 

Gambar 1. Papan larangan pengambilan pasir pantai 
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Dengan tindakan aktif dan keterlibatan pemerintah desa bersama dengan dukungan dari 

berbagai pihak terkait pengambilan pasir pantai secara ilegal dapat dikendalikan sehingga 

bisa menjaga kelestarian sumber daya dan kehidupan masyarakat, serta pemerintah harus 

menyeimbangkan upaya-upaya untuk mencapai pengambilan keputusan yang seimbang 

dan keberlanjutan yang mengabungkan kebutuhan lingkungan dan kesejahteraan sosial. 

Untuk mengatasi permasalahan pengambilan pasir pantai secara ilegal,diperlukan 

kerjasama antara pemerintah desa,masyarakat lokal,dan penegak hukum. Dari pihak 

pemerintah desa tidak memiliki upaya untuk mengendalikan atau memberhentikan 

pengambilan pasir pantai secara ilegal ini ,dikarenakan warga yang bekerja mengambil 

pasir pantai adalah janda dan orang yang kurang mampu.sehingga dari pihak desa 

memberikan peraturan boleh mengambil pasir pantai namun tidak boleh menjual pasir 

tersebut diluar desa air kumpai,jika ada yang menjual di luar desa itu maka dikenakan 

sanksi,meski sudah disepakati dalam PERDES.  Namun masih ada beberapa pekerja yang 

menjual pasir pantai tersebut  di luar Desa Air Kumpai  secara ilegal yang melanggar 

peraturan yang sudah disepakati,sehingga munculnya konflik  antar sesama pengambil 

pasir yang di mana pekerja lain merasa pemerintah desa tidak adil dikarenakan saat pekerja 

lain melaporkan ke pemerintah desa bahwa ada pekerja lain yang menjual pasir diluar 

desa.pada saat pekerja melaporkan bahwa ada yang menjual pasir diluar desa,pemerintah 

desa hanya diam dan tidak memberikan sanksi apapun terlebih itu kerabat dekat atau 

saudaranya. Pemerintah Desa Juga menyebutkan bahwa pengambilan pasir pantai ini 

berdampak pada lingkungan yaitu terjadinya abrasi pada pantai di RT 01/RW 02 setelah 

adanya abrasi ini pemerintah langsung berupaya memasang batu miring untuk mencegah 

lebih banyak abrasi. 

 

 

Gambar 2. Batu miring 

 

Masyarakat Desa Air Kumpai pernah mendapatkan sosialisasi dari pihak desa mengenai 

larangan dan dampak lingkungan akibat dari pengambilan pasir pantai. setelah 

mendapatkan sosialisasi masyarakat sudah mengetahui dampak pengambilan pasir pantai 

tersebut, namun mereka masih tetap melakukan pekerjaan itu dengan alasan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup karena tidak memiliki pekerjaan lain. Masyarakat tidak bisa 
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berhenti mengambil pasir secara ilegal ini dikarenakan pemerintah desa tidak ada 

memberikan pekerjaan lain jika mereka berhenti. 

 

Simpulan 

Peran pemerintah Desa dalam pengendalian  pengambilan pasir pantai secara ilega sangat 

penting untuk menjaga kesehatan lingkungan dan masyarakat hal ini melibatkan 

pemerintah desa tidak hanya sebagai pengamat namun sebagaoi agen perubahan sebagai 

pencipta pengetahuan masyrakat. Melalui serangkaian  tindakan termasuk pemantauan 

aktif , pendidikan, pengembangan ekonomi alternatif dan kerja sama lintas sektoran 

pemerintah desa dapat memimpin pemberantasan pegambilan pasir ilegal. Kegiatan 

pemerintah desa tidak berdampak pada perlindungan lingkungan hidup melainkan 

kesejahteraan masyarakat. Melalui kebijakan yang cerdas dan kerja sama yang kuat, 

pemerintah desa berharap masyrakat menyadari bahwa menjaga lingkungan adalah 

invetasi jangka panjang yang akan memberikan dampak positif bagi kehidupan kita dan 

generasi mendatang. Penting bagi pemerintah desa untuk terus berkomunikasi dengan 

masyrakat,menggalang dukungan dan menciptakan lingkungan yang mendukung 

partisipasi aktif masyrakat. Oleh karena itu, peran pemerintah desa tidak hanya menangani 

kasus individual tetapi juga membangun sistem perlindungan yang dapat diwariskan 

kepada generasi mendatang. Pemerintah desa harus menjadi pemimpin yang membawa 

perubahan positif dan berkelanjutan dalam mengendalikan pengambilan pasir ilegal.  

Tindakan pemerintah desa terhadap pengambilan pasir ilegal di masyrakat Desa Air  

Kumpai, Kecamatan Suak Midai masih kurang tegas dalam pengendalian pengambilan 

pasir serta kurang adil dalam memberi sanksi kepada para pekerja yang melanggar aturan 

yang sudah  disepaakati dalam Peraturan Desa ( PERDES). Kurangnya perhatian dari 

pemerintah desa  dapat menciptakan kesenjangan dalam penegakan hukum, dimana 

beberapa individu atau kelompok dapat merasa bahwa mereka dapat melanggar peraturan 

tanpa konsekuensi yang serius. Hal ini dapat melemahkan masyarakat yang berbasis aturan 

dan menciptakan ketidakadilan. Kurangnya ketahanan dapat menciptakan kesenjangan 

dalam penegakan hukum, dimana beberapa individu atau kelompok mungkin merasa  

mereka dapat mengabaikan aturan tanpa konsekuensi yang serius. Hal ini dapat merugikan 

masyarakat yang taat hukum dan menimbulkan ketidakadilan. Selain dampak lingkungan, 

kurangnya tindakan tegas juga dapat menimbulkan dampak  negatif terhadap sosial-

ekonomi masyarakat. Penambangan pasir ilegal dapat menghancurkan penghidupan 

masyarakat yang  menjaga  lingkungan.  
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